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Abstract 

This In the current era of globalization, fast, precise, and accuratee information servicess are 
needed. Pro Denpasar application is the application of thesmartcity concept by utilizing 
technology and communication to realize better public services. This study tries to describe how 
the politic of Denpasar Smart City development by the Mayor of Denpasar as a development 
political actor develops Denpasar Smart City. The theory used to explain the problem is the 
theory of development politics and the theory of development political actors. This research 
uses descriptive research and qualitative research methods, namely by using in-depth interview 
with relevant government agencies, the community and lliterature studies to explore the 
development of Denpasar Smart City and determined political impact of the development ofthe 
Mayor of Denpasar on the community. 
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1. PENDAHULUAN 
Kota Denpasar yang merupakan ibu 

kota Provinsi Bali yang sangat gencar 
berproses menuju kota pintar (smart city) 
berbasis elektronik yang dikenal dengan 
istilah E-Government. Dilansir dalam 
(DenpasarKota.go.id, 2019) Dalam forum 
PBB Walikota Denpasar I B Rai 
Dharmawijaya Mantra, menjelaskan 
tentang filosofi budaya Tri Hita Karana yang 
menjadi dasar pijakan dalam melaksanakan 
pembangunan di Kota Denpasar. Di 
samping itu, Denpasar juga dinilai mampu 
menjalin hubungan yang harmonis dan 
sinergis dengan tetap memperkuat budaya 
dan menyambut hangat hadirnya teknologi 

di era 4.0 ini. Tri Hita Karana ini sebagai 
pemandu kami untuk melaksanakan 
pembangunan berkelanjutan di Kota 
Denpasar yang sejalan dengan Sustainable 
Development Goals (SDGs). 

Kota Denpasar sedang serius berbenah 
menuju smart city sebagai jawaban atas 
tantangan global, terutama dibukanya 
Masyarakatt Ekonomii ASEANN (MEA). 
Sejakk tahunn 20166 melaluiiDDinas 
Komunikasii dan IInformatika, pemerintah 
Kota Denpasar resmi menerapkan layanan 
sistem terpadu. Sistem pelayanan ini dapat 
dengan mudah diakses masyarakat karena 
telah mendukung akses via teknologi 
mobile. 



2  Dilansir dari halaman (Surabaya.go.id, 
2018) Banyak kota-kota di belahan dunia 
yang menerapkan konsep Smart City, 
contohnya seperti di kota Tokyo, Jepang. 
Kotaa Tokyo mendapatt predikat sebagai 
kota dengan penerapan konsep Smart City 
terbaik nomor satu dii dunia. Bahkan bukan 
hanya Tokyo yang mendapat predikatt 
dengann kota konseppSmart Cityy terbaik, 
melainkann kota Osakaa yangg menjadi 
predikattsepuluhhdalamDpenerapanDkonse
pDSmartDCityDterbaik dii dunia. 
DiiIIndonesia sendiri Kota Surabayaa 
menjadii salahh satuu Kotaa di Indonesia 
pernah memenangkanDpredikat SmarttCity 
yang diperolehhpadaajang SmarttCityy 
Awardd2011DversiDmajalahhWartaDEkono
mi. 

Data (BPS Kota Denpasar, 2020) 
perkembangan penduduk Kota Denpasar 
pada tahun 2010 yang berjumlah 788.589 
jiwa. Lalu pada tahun 2015 penduduk di 
Kota Denpasar meningkat 880.600 jiwa, 
disini terlihat selama 5 tahun pertumbuhan 
penduduk di Kota Denpasar sebesar 1,07% 
Dengan demikiann Denpasar merupakan 
kota dengan jumlahh pendudukk terbesar di 
Bali. Dengann jumlahh pendudukk yang 
besar tentu pemerintah harus memberikan 
pelayanan yangg cepat, tepat, dan akurat 
untuk masyarakat Kota Denpasar.  

Demi mensukseskan sebuah kota 
menjadi kota cerdas (Smart City) Sebuah 
media sangat dibutuhkan Masyarakat di 
Kotaa Denpasar untukD mmenyampaikan 
aspirasi dengann mudahh dann ddapat 
digunakann kapanpun dann dimanapun. 
Mediaa tersebutt jugaa perluu memilikii 

fungsi-fungsi yang  tepatt guna danD dtepat 
sasaran agar Daspirasi Dmasyarakatt dapat 
tersampaikann kepadap pemerintah  
maupun dinasDyangDtepat, sehingga 
segala masukan dapat ditindaklanjutii oleh 
pemerintahhdengan baik.dDalamssejarah 
pelayanann administrasi publik, pelayanan 
publik merupakan sebagaidppelayanan 
yang diselenggarakannolehDppemerintah 
(Dwiyanto,D2017:14). 

Pemerintah Kota Denpasar melalui 
ditenerapkannya teknologi dan informasi 
berupaya mengembangkan sebuah sistem 
pengaduan bagi masyarakat dalam 
pelayanan publik berbasis elektronik 
(online) yang terintegrasi dengan jajaran 
SKPD melalui Pengaduan Rakyat Online 
(PRO) Denpasar. Dikembangkannya 
pelayanan publik berbasis online ini hadir 
dengan istilah Pengaduan Rakyat Online 
(PRO) Denpasar bertujuan untuk 
mengkoordinir dan menyeragamkan 
penanganan pengaduan masyarakat di 
Kota Denpasar.  

Dilansir pada (PenaBali.com, 2019) 
Pada tahun 2013 hadir sebuah aplikasi 
PRO Denpasar yang memudahkan 
masyarakat untuk dapat melaporkan 
keluhan di lapangan secara langsung dan 
kapanpun kepada pemerintah dilengkapi 
bukti yang kuat seperti foto, dokumen dan 
lokasi kejadian. Laporan masyarakat dapat 
dipantau dan direspon secara langsung 
oleh pemerintah dan petugas di lapangan 
untuk ditindaklanjuti. Dengan aplikasi ini, 
pemerintah juga dapat memonitoring dan 
menganalisa laporan masyarakat dan 
respon cepat petugas lapangan secara real 



3  time. Bagi masyarakat, aplikasi ini dapat 
mengakses informasi yang disajikan oleh 
pemerintah lebih mudah, cepat dan akurat.. 

Pada Aplikasi PRO Denpasar yakni 
kategorii kelassinteract, dikarenakan 
surdah terciptanyaa komunikasii dan 
hubungan interaksii duaa arahhaantara 
pemerintah dengann masyarakat. dDalam 
halliini Pemerintahh Kotaa Denpasarr(Dinas 
Komunikasi, Informatika, dan Statistik) 
menyediakannsarana pengaduanDberbasis 
aplikasii dengann sistemm satuuppintu 
yang terintegrasii dengann jajarann OPDD 
Kota Denpasaerr sehinggaa masyarakatt 
dapat melakukann interaksii dengan 
seluruh kantor pemerintahann yanggttelah 
mempunyai pemakaianndataa basee 
bersama. 

PROoDenpasar diharapkannmmenjadi 
superr apps-nyaa KotaaDDenpasar. 
Sampai saatt ini, fitur-fitur yang terdapat 
pada mobile applicationn PROoDDenpasar 
selaluu diperbaharuii dan dengan tampilan 
yang lebih user friendly atau dapat diterima 
oleh kaum milenilal. Misalnya aplikasi 
pelayanan ini di dalamnya juga 
ditambahkan fitur berupa city tour. Dengan 
adanya fitur ini, aplikasi PRO Denpasar 
tidak hanya digunakan oleh warga 
Denpasar sendiri, melainkan juga 
wisatawan, baik itu lokal, nasional dan 
mancanegara. Selain menghadirkan 
berbagai fitur terbaru, Diskominfo juga 
menggandeng berbagai pihak dalam 
pengembangan aplikasi PRO Denpasar. 
(BaliBerkarya.com, 2019). 

Dari latar belakang tersebut, peneliti 
menggunakan teorii politikk pembangunan 
dan teorii aktorr politikk pembangunann 
oleh Dr. Warjio untuk membedah 
permasalahan yang terjadi. Penelitian ini 
juga bertujuan untuk mengetahui dan 
menggambarkan bagaimana Politik 
Pembangunan Denpasar Smart City Oleh 
Walikota Denpasar.  

2. KAJIANPUSTAKA 

Teori Politik Pembangunan 

Pembangunann dihadirkan dengan 
berbagaii latarr belakangg dan 
kepentingannya. Kehadirann aktorr politik 
pembangunann menjadii bagiann sentrall 
dari politikk pembangunan. dDalam sebuah 
pembangunan, negara adalahhssalah satu 
aktorr politik pembangunan. Negara 
sebagaii aktor politikk pembangunan 
memiliki kekuasaan untuk melakukan 
intervensi dalam pembangunan. Untuk 
menjalankan langkah-langkahh tersebut 
negaraa sebagaii aktorr pembangunan 
biasanyaa melakukann dengan 
menggerakkan apaa yangg disebutt 
birokrasi (Warjio, 2016:220). 

Warjio (2017:87) menjelaskan pPolitik 
pembangunann adalahhssatu terminologii 
yangg merupakann gabungann antaraa 
konsepp politik dannpembangunan. 
Konsepp politik selamaDini bbanyak 
diartikann sebagaii perebutan serta 
memanfaatkan kekuasaan. Menurut para 
pakar, intii pati dari politikk adalahh 
distribusiiikekuasaan. nMorgenthau 
mengistilahkann asasss politik dengan thee 
strugglee forr power, perjuangan 



4  untukkmendapatkanDkekuasaan.nNamun 
demikian darii pengertiann diatas, ppolitik 
sesungguhnyaamerupakan cara data 
strategii untukk meraihh kekuasaann dann 
dengann ituu iaaddapat 
mengimplementasikann ide, gagasan atau 
ideologii perjuangannn baikkssecara 
secaraa Iindividu, kelompokkaatau 
nnegara. Samaa dengann konsepp ppolitik, 
pembangunann jugaa merupakannkkonsep 
yang hari ini masihh diperdebatkannddan 
menuaiii banyakkkkritik.  

Teori-teorii pembangunann pada 
umumnyaa berhubungann dengan 
pengalamann negara majuu dengan 
menitikberatkann pada kemajuann dan 
perubahann masyarakatt yang ddianggap 
mampuu menyelesaikann berbagai 
persoalan, khususnya permasalahan 
kemiskinan. Proyekk pembangunann yang 
dilakukann olehh Negara majuu atau 
donor,bbiasanya dditransformasikakepada 
negara bberkembang. Karenaa itulah 
perspektiff pembangunann tradisionall di 
negara-negaraa yangg kurang berkembang 
biasanyaa mengasumsikann memungkinan 
pembangunann di setiappttempat, mmodal 
dan teknologii bisa dipakai dan ddapat 
disaringgdarii pengalamannnnegara 
majuuuntuk kurang berkembang. 
Penyebarannkapitalismeedipercayai, akan 
memecahkan masalah yang terjadi di 
setiap negara. Dimana dari hal tersebut 
disimpulkan intii dari 
teoriiPpembangunanyaitu persoalan 
perubahannsosial. 

Menurutt Warjio (2017:70-71) peran 
pemerintah disini sangat penting menjadi 

sebuah subjekk utama ppembangunan 
yakni memperlakukann rakyat sebagaii 
objek, recipientt atauu penerima. 
Pemahamann yang demikiann tentang 
pembangunan memberikann satu 
kesimpulann bahwa npembangunan sangat  
terkait eratt dengan prosess dan 
kepentingann politik  llembaga-lembaga 
internasionall ataupun  kepentingan negara. 
Pembangunan jugaMmerupakan buah 
dariiproses ataupun kepentingan Eelit 
pemerintahh maupun kelompok 
kepentingannddalam satu negara.  

Trategii pembangunann pada 
dasarnyaa adalahhcara atau jalan yang 
terbaik untukk mencapaii tujuann yangg 
telah ditetapkanaassemulab berdasarkan 
platform yanggg di buat. Karenaa itu 
strategi pembangunann yang baik tentu 
akan menghasilkann pencapaiann tujuan 
yang diinginkann secaraa tepat, efisien, 
danefektif. Strategii pembangunan 
seharusnya disesuaikann dengann kondisi, 
potensii yangg dimilikii dan ppermasalahan 
pokokk yang dihadapi sertaa sumber daya 
yang tersediaa yangg dapat ddimanfaatkan 
untukk mmencapai tujuann dan sasarann 
pembangunan. 

Pembangunann seringkali diartikan 
sebagaii kemajuann yangg dicapaii oleh 
sebuahh masyarakatt dibidanggeekonomi, 
perbedaann caraa pandanggg ataupun 
perspektiff yangg hendakk dicapaiii inilah 
yangg mengakibatkann beragamm makna 
pembangunan, dengan kata lain definisi 
akan mempengaruhi tujuan. Todaro (2016) 
menjelaskann bahwaappembangunan 
adalahh sebuahh proses multidimensionall 



5  yangg mencakupp berbagai 
perubahannmendasarr atas 
strukturrssosial, sikap-sikapp masyarakatt 
dan institusi nasional, disamping tetap 
mengejar akselerasi, pertumbuhan 
ekonomi, penanganan 
ketimpangannpendapatan,ssertappengenta
sankkemiskinan. 

Warjioo (2017:106-108) 
mendefinisikann politikkPpembangunan 
sebagaii satuu usahaa atauu satuu aktivitas 
baikk yangg dilakukann olehh paraa aktor 
sepertii individuu atauukelompok/negara 
baik lokall maupunaainternasional, ssecara 
struktur atau tidakkddalam ppembangunan 
dalam proses politikk yang dilakukann 
untuk melegitimasii programm atau tujuan 
pembangunann agar pembangunann itu 
dapatt memperkuatt atau mendapat 
dukungann sehinggaa kekuasaann dapat 
terusdddipegangg (berkelanjutan) dengan 
caradataustrategi-strategigtertentu. Politik 
pembangunann merupakannsebuah arena 
yangg didalamnyaa terdapatt banyakk 
aktor-aktor. Aktor inilahh yang mengisii 
rruangatau arenaa darii ppolitik 
pembangunan. Aktor pembangunan 
dengannkkekuasaan yang ddimilikinya 
bisaa secaraa lembutt atau dengan cara 
paksammenghasilkan beberapa proyeksi-
proyeksi pembangunan, mengintervensii 
dan memengaruhiaproses pembangunan. 
Legalisasiiiidentitas  kekuasaannmenjadii 
ciri ppenting 
keterlibatannaktorr.politikkpembangunan. 

3. METODOLOGIPENELITIAN 

Metode penelitan yang digunakan 
merupakan metodee kualitatif deskriptif 

menggunakan dataa primer dan data 
sekunder, untuk mendeskripsikan dan 
menggambarkan bentuk pembangunan 
politikk Walikotaa Denpasar melalui 
aplikasi PRO Denpasardharus 
memuatadata-data inti danppendukung 
yang rinci. 

Dalamm penelitiann inii menggunakan 
teknikkpurposive, teknikk pengambilan 
sampelsumberr data dengan pertimbangan 
tertentu. Peneliti mempertimbangkan 
informan-informan yang dipilih menguasai 
dan pahamm sertaa mengetahuii informasi 
tentangg bentukkpembangunann politik 
Walikota Denpasarr melalui aplikasii PRO 
Denpasar harus memuat data-data inti dan 
pendukungg yangg rinci. 

 
4. PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Pemerintahan Kota 
Denpasar 

Pemerintahh KotasgdDenpasar saati 
inii memilikii situsd webb yanggbberisi 
informasii tentangg KotaadDenpasar dan 
pemerintahannyaa Ciri khasiikota cerdas 
adalah kota yang telahmmemberikan 
pelayanan yang dibutuhkan masyarakat 
saat ini menggunakantteknologi terkini, 
telah membangunn infrastruktur yyang 
pintar, sehinggaa dapatt memberikan 
pelayanan yangg efektiff kkepada 
masyarakatt yang tinggall di kkota 
(Sudaryono, 2014). pPelayanan eefektif 
yangg diberikan ppemerintah tidakk hanya 
yangg bersifat umumm (sosial) sseperti 
pendidikan, kesehatan, hukum tetapii jjuga 
pelayanan efektiff iklimm birokrasii (politik 



6  pemerintahan) yangg jugaa diubahh 
seiringgpperubahan zamann yangg 
semakinn globall dan modern. 

Dilansir (DenpasarKota.go.id) kKota 
Denpasare sebagaii ibukotaa dariipProvinsi 
Balii tentuu banyakk dikenali ooleh 
masyarakat. Selain itu Kota Denpasar 
merupakan salah satu destinasi wisata 
dunia. Namunn banyakk yanggbbelum 
mengetahui bagaimanaassejarah 
terbentuknyaaKota Denpasarr hinggaa 
sepertiissekarang. 

Nama Denpasar sendiri terdiri dari dua 
kata yaitu “den” yang berarti utara dan 
“pasar” yang berarti pasar. Nama ini 
diberikan pada taman tersebut mengingat 
lokasinya yang terletak di utara pasar. Kini 
taman tersebut menjadi Jaya Sabha, rumah 
jabatan untuk Gubernur Bali. Secara 
administratif, Kota Denpasar diresmikan 
sebagai sebuah kota pada tahun 1788. 
Pembentukan kota ini mengalami proses 
yang panjang, bahkan sejak Pulau Bali 
masih ditinggali oleh kerajaan-kerajaan. 

Model dan Konsep Denpasar Smart City 
Implementasii konsepp ‘Smart City’ 

saat inii dapat kita lihat di beberapaa 
instansi pemerintahh KotaaDDenpasar. 
Sebagai contoh misalnya Diskominfo 
(Dinas Komunikasii dan iInformatika) sudah 
menerapkan sebuahhllayanan 
mmasyarakat yangg onlinee dannbberbasis 
digitall yyang bernama ‘Damamaya 
Denpasar CCyber Monitoring’. Fungsii 
DamamayaaCCyber Monitoringgsebagai 
sebuah pusattkkontrol seluruh OPDKKota 
Denpasar.kKeunggulan program ddigital ini 

adalah kemudahann bagippemkot 
Denpasarr dalam memantau, mengawasi, 
dan menindaklanjutii peristiwa-peristiwaa 
sepertii kebencanaann (teleponDgawat 
daruratD 112), pemantauann terhadap 
banjir, aATCS, pPro Denpasar, Geografik 
Informasii Sistemm dann layanan 
administratif di aplikasiie-SewakaaDharma. 
Selain itu Diskominfo Denpasarrdmemiliki 
juga program ‘Safe City’ yaitu dprogram 
yang ditujukan untukk memantauu kondisi 
riil kota Denpasar dalam menanggulangi 
kebakaran, konflik, kecelakaan, 
kriminalitas, banjirr hingga gempa bumi. 
Disamping memaksimalkand 
pelayanannppublik secara ekstern seperti 
dDamamaya Denpasarr Cyber Monitoring, 
Diskominfoo juga memiliki penilaiann 
kinerja pegawai secaraa online 
yangddisebut e-Kinerjaddane-Planning. 
Sehinggaa kinerja aparatur sipil negaraa 
tingkatt bawahh atau biasa bbisa dipantauu 
dan diberikan ‘reward’ aapabila bekerja 
sesuaii target, optimall dan profesional. 
Selainn ituu Diskominfoo Kota Denpasarr 
jugaa telahh memilikii aplikasi e-Magazine 
yang dirancangg untuk menyampaikann 
informasii seputarrberita terkinii dii kota 
Denpasar.  

BPBDdKotaaDenpasarr tururttsserta 
melakukann inovasii danntterobosan 
dengan memanfaatkannkkemajuan 
teknologii informasii melaluiipprogram 
Damapancanaa (DenpasarrmMantap 
PenanggulangannnBencana) dan 
Damakesmass (DenpasarrmMantap 
KesehatannnMasyarakat) gyang 
bekerjasamaa dengan Dinass Kesehatan. 



7  Program Damapancana ditujukannuuntuk 
memantauu dan menindaklanjuti mmasalah 
kebencanaann di Denpasar. Masalah 
bencana bisa dimonitor darii rruang 
operasionall (Pusdalops) dannssecara 
cepat bisa diselesaikan oleh tim lapangan 
BPBD. Program Damapancana inii sendiri 
sangattt mengandalkann teknologi, seperti 
memasangg beberapa CCTVV di 
lampuuulaluu lintas untuk memantau 
kemacetan, kecelakaan, kriminalitas. 
BPBDD Denpasarr jugabbekerjasama 
dengann Diskominfoo terkait ppengaduan 
masyarakatt mengenai masalah 
kkebakaran maupunn banjir.  

Beberapaa contohh diatass telah 
membuktikann bahwaa tata kelola 
pemerintahann dann pelayanann publikk di 
Denpasarr sudahh berbasiss digitall dan 
online. Pelayanann pemerintahh kepada 
masyarakat tidakk bisaa lagii 
mengandalkan cara-cara konvensional, 
tetapii harus menyesuaikann 
dengannDperkembangan zamann yaitu 
teknologiiiinformasi. PemkotDDenpasar 
juga mengambill wadahh sepertii 
mediaAsosiallD(medsos) untuk 
menyampaikanninformasii kepada 
masyarakatt terkaitt programm yyang 
dimiliki. Konsepp‘SmartDCity’ dalam 
membawa perubahanndi ditengah 
masyarakatt tidak hanyaabberbicara 
mengenaii kecanggihann teknologi, tetapii 
lebihh darii ituu adalahh kinerja, 
profesionalitass aparaturr sipill 
negaraasebagaiipelayann masyarakatt 
berjalann optimal. 

Hasil Temuan dan Analisa 
Perkembangan Politik Pembangunan 
Kota Denpasar 

Dalam perjalanannya politik 
pembangunann dii Kota Denpasar sudah 
mengalamii modernisasi saat pemerintahan 
Walikota Denpasar bapak Ida Bagus Rai 
Dharmawijaya Mantra menjabat pada tahun 
2008 hingga 2020. Gebrakan banyak 
dilakukan saat mengembangkan kota pintar 
di Denpasar. Masa kepemimpinann Rai 
Mantra ditandaii dengan berbagaii macam 
proyekk penataann dan pembangunan 
kota, terutama pengembangann Denpasar 
Smart City yang telah dicanangkann dalam 
kampanye beliau, hal ini selaras dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengan 
Denpasar (RJPMD) yang telah disusun 
tahun 2005-2010. 

Selain itu, Rai Mantra pada 
periodee 2010—2015 KotaDDenpasard 
dicanangkann menjadiKKKota Kreatif. 
Untuk menguatkan fondasi Denpasar 
sebagaii Kotaa Kreatiff pada tahun 2010-
2015, dibutuhkann aplikasii industriikkreatif 
berbasis budaya unggul secara sistematis, 
partisipatif, dan berkelanjutan (sustainable). 
Penguatanddfondasi inisselarassddengan 
PurradhipaabBhara aBhawana, yakni 
kewajibanPPpemerintah mmeningkatkan 
kemakmuranaDrakyat. Saat menjabat 
sebagai Walikota, Rai Mantra, secara tegas 
menyatakan konsisten untuk mencalonkan 
diri menjadi Calon Gubernur Bali periode 
2018 - 2023, hal tersebut tentu 
mengganggu jalannya Pembangunan yang 
telah ia canangkan di Denpasar,  pada saat 



8  itu posisi kepemimpinan dilanjutkan 
sementara oleh wakilnya yaitu bapak 
Jayanegara. 

Strategi Pemerintahan Kota Denpasar 
Megembangkan Konsep Denpasar Smart 
City 

Pengembangann Kota Denpasar 
sebagaissSmartttCityaadalahkkegiatandpe
merintahKKota Denpasarr yang memiliki 
tujuan memberikann layanann yang 
semaksimall mungkin bagi penduduknya. 
Walikotaa Denpasarr dan wWakil 
WalikotaaDenpasar memilikiissebuah 
inovasii kebijakann yang ssejak 
kampanyeetelah disuarakan yaitu 
mengembangkann Denpasarr sebagai kota 
Smart City. KonseppSmartt Cityypada 
dasarnyaa telahh digagass dann mulai 
diterapkann ddi negaraa maju. dFenomena 
ini ttidak selepas darii kemajuann teknologii 
internettgyang mulaii digunakan 
dalambbanyak aaspekkehidupan. Pada 
intinya kkonsep Smart City atau Kota Pintar 
ini adalah ppenggunaan 
dataadigitaldanssistemi informasi 
teknologiiddalam skalabbbesar 
untukkkperencanaannddan manajemens 
perkotaan. 

WalikotaaadanwWakilWWalikotaDen
pasar memberikann tugass kepada 
Diskominfo dalam menerapkann konsep 
Smart City. Sebagian besar iinstansi 
pemerintahann Kota Denpasar yang terlibat 
dalamm pengembagannnkkonsep 
sSmartCityy yang digagasss Pemkot 
Denpasar. Salahssatu wujudd yang telah 

diterapkan dalammkonseppSmart City 
adalahhpprogram “PRO Denpasar” yaitu 
sebuahhaplikasidyang berbasissonline. 
Aplikasii ini merupakan aplikasiillaporan 
keluhann sertan penyerapanaaspirasi 
masyarakatt berbasishonline. iAplikasi PRO 
Denpasar merupakann sebuah 
implementasii sertaa bagian dan sebuah 
strategi keseriusann Pemerintah Kota 
Denpasar dalamMmmengembangkan 
Kotaa Denpasarr sebagaifKotaa 
Pintarr(Smart City). 

Namunn sesuai dengann konsep 
Smartt Cityybahwasannyaaa konsep ini 
tidakk hanyaa mendasarr pada 
pembangunann dan pengelolaan kota 
namun menyangkutt dimensii institusional. 
Pro Denpasar sebagaii salah satuu bagian 
dari programm pengembangann konsep 
Smart City bilaa dikajidkembalimmelalui 
dimensi tersebutd maka dilihatdddari 
segidEkonomiii Pintar (SmartEconomy) , 
Masyarakatt Pintar 
(SmarttPeople),dPemerintahandPintar 
(SmarttGovernance),dMobilitasdPintar 
(SmarttMobility),dLingkingannpPintar 
(SmarttEnvirontment), kKehidupan pPintar 
(SmarttLiving). 

Berdasarkann analisiss terhadap 
aplikasi Pro Denpasar, Aplikasiittersebut 
merupakan awal darii ppengembangan 
konseppSmartdCityydiKKota Denpasar. 
Enamm dimensii konseppSmart cCity 
hanya tigaa dimensii yang selarassddengan 
konsep SmartDCityyyaituufdimensi 
masyarakat ppintar, pemerintahhppintar 
dann mobilitass pintar. Makaa dariiiitu 
perluu pengembangann program-program 



9  yangg mendukunggdimensiilainnselain dari 
padaa aplikasiiPro Denpasar. 

Analisa Hasil Temuan  

AnalisisDTeorii Politikk Pembangunan 
Terhadapp Pengembangann Denpasar 
Sebagaii KotaaSmarttCityy 

Terdapatt 5 variabell pendekatan 
teoriipolitikkpembangunan. Adapun variabel 
dalamm teoriDppolitik 
pembangunannWarjio yaitu: aAdanya 
aktor-aktorrpembangunan,aAdanya 
kekuasaan, Adanya sistem, Adanya 
ideology, Adanyaa intervensi asing. 

Penuliss hanyaa menggunakan 3 
(tiga) variableel untukkmmenganalisis 
kebijakann inii yaitu adanyaa aaktor-aktor 
pembangunan, adanya kekuasaan, dan 
adanya sistem.  

Adanya Aktor – AktorrPembangunan 

Aktorrpembangunannmerupakandsy
aratt mutlakk darii politikk pembangunan, 
dalamm hal inii Walikotaadan lWakil 
Walikota Denpasardbesertaa aparat 
pemerintah bersinergii sebagaiibbagian 
darii aktor politikk pembangunan. Walikota, 
Wakill Walikota dann aparaturrpemerintah. 

Walikotaa dan WWakillWWalikota 
Denpasarr memilikii kuasaa terhadapp tata 
kelolaaa Pemerintahann Kotaa Denpasar, 
kekuasaann merupakann syaratt penting 
dalamm sebuahhppembangunan. Walikota 
dan Wakill Walikotaa terlibatttterhadap 
semuaa kebijakann dalamm tataa kelola 
Pemerintahann Kotaa Denpasarr termasuk 
dalamm programm penerapannSmartDCity 
di kotaa Denpasarr karenaa tanpa 

kekuasaann tentuu sulitt bagii Walikota 
Wakil Walikotaa untukk ,mengintervensi 
pembangunanndii KotaaDenpasar,vvariabel 
kekuasaannddalam politikkppembangunan 
menyebutkann bahwaa tanpaa kekuasaan 
sulit bagiiiindividu, kelompokk atau negara 
mengintervensii pembangunanndan 
dengan kkekuasaan tujuann 
pembangunann dapat dilaksanakan. 
Dalamm mmewujudkan ppolitik 
pembangunannya, Walikota dan lWakil 
Walikotaa Denpasar menggunakannya 
hakkkdiskresiiisebagai pejabatt eksekutif 
sebagaimanaa yangg tertuang dalamm UU 
No. 30 Tahunn 2014 tentanggAdministrasi 
Pemerintahan Pasal 666 ayat 22 huruf E 
menyatakanbahwaaimenggunakan Diskresi 
sesuaii dengantujuannya. 

Hall ini selarass dengann variabell 
teorii politikk pembangunann Warjioo yang 
mengtakan bahwaa kekuasaannaadalah 
apa yangg dimilikii olehhaaktor 
pembangunann untukkmmerealisasikan 
tujuann dari pembangunann ituubbaik 
dalamm bentukkhardd powerr dan 
softttpower. 

Adanyaa Kekuasaan 

Adanyaa kekuasaannmmenjadi 
syarat pentingg dalammm pembangunan. 
Tanpaa kekuasaann sulittaPemimpin 
mengintervensii pembangunan. Dengan 
kekuasaan tujuannpembangunannddapat 
dilaksanakan. Kekuasaann adalah aapa 
yangg telahh dimilikiiolehhaaktor 
pembangunanndalamammerealisasikantuju
anndariiipembangunannitu baikk dalam 
bentuk hardd power dan softf power. 



10  (Warjio 141: 2016). Dalammkajiann politik, 
negaraa adalahh aktor yangg terbentuk 
secaraa sistemikkk sebagaiissebuah 
institusiidengannkekuasaannayang besar. 
Sebagai sebuahh institusiiddalam 
Negaraaterdapattbanyak substansiiyyang 
bergerak dengan tugasnya dan saling 
terhubung (Warjio, 206:2016). 

 Sepertii yangg terjadi di Denpasar 
yang dimanaa Walikota yang memimpin 
Denpasar periode 2008-2020 yaitu Idaa 
Bagus Rai Dharmawijaya Mantra 
menggunakann kuasanya penuh atas 
pengembangann Denpasar Smart City 
ini,terbukti melaluii perkembangan yang 
terjadi di Kota Denpasare beliau 
memberikan arahan serta 
mengkoordinirrlangsung kepadaa Dinass 
Kota Denpasar selaku Dinas yang 
bertanggung jawab atas pengembangann 
Denpasar Smart City. 

 Terkhusus untuk Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kota Denpasar beliau 
memberikan tugas khusus kepada 
Diskominfo untuk menciptakan sebuah 
aplikasi yangg dapat diaksess masyarakat 
dalamm urusann birokrasi maupun 
melaporkan keluhan sertaa masukann dan 
saran yang terjadi di Kota Denpasar. Tahun 
2013 tercipatalah aplikasii Pro Denpasar 
walaupun awall adanyaa Pro Denpasar 
melaluii website, hinggaa tahun 2016 
lahirlah aplikasi Pro Denpasar yang 
dimanaa disambut baik oleh masyarakatt ini 
semua tidak lepas dari tangan dinginn 
Bapak Rai Mantraa selaku Walikotaa pada 
saat itu. 

Kekuasaan dalam dalam politik 
pembangunann sebagai dorongan aktor-
aktorr pembangunann untuk 
mengendalikan orangg atau kelompokk 
lainnya dalam program atau rancangan 
pembangunann yangg telah ditetapkan 
sehingga gtujuan dari pembangunannyaa 
itu dapatt tercapai (Warjio, 144:2016). Hal 
ini terbukti dengan 
Prosespengembangannn Denpasar Smart 
City tidakkk lepass darii adanya peran 
pemerintah yangg bekerja keras dalam 
menyelesaikan persoalan – persoalann di 
Kota Denpasar hinggaa hadirnyaa sebuah 
aplikasi Pro Denpasar yang telah 
digunakan oleh sebagiann masyarakatt 
Kota Denpasar. 

Adanya Sistem 

ProsessmengembangkannDenpasar 
SmartDCity memilikii sistemm yang 
terencanaa dan tterstruktur, hall 
tersebutttterlihat bahwa bagaimana 
Walikota dan WakillaWalikota 
menginstruksikannn pendiriann aplikasii 
Pro Denpasar llewat Peraturann Walikota 
(Perwali) no 455 Tahun 2013. 
Pengembangann Kota Denpasar sebagaii 
kotaaSmartt Cityymmerupakan 
wujudddimplementasi dari Peraturan 
Presiden (Pepres) No. 766 tahunn22013 
tentangg pengelolaann pelayanannppublik, 
yang mengaturr bahwaa diwajibkannbbagi 
penyelenggaraa pelayanann publikk untuk 
menyediakannsaranaa pengaduannddan 
menugaskann pelaksanaa yanggkompeten 
dalamm pengelolaannppengaduan.  



11  Hall tersebutt sejalannddengan 
variabell teorii politikkppembangunan 
Warjioo yang dimanaa sistem diperlukan 
dalamm ppembangunan, sebuahh sistem 
yangg dibentukk ooleh pemerintahhkKota 
Denpasarrssebagai aktorrppolitik 
pembangunan, ddijalankan uuntuk 
mencapaii suatuu tujuannyyaitu 
mengembangkann DenpasarrSmarttcCity. 
Selainn ituu aplikasii ProodDenpasar 
memilikii keterkaitann dengan dinas-dinas 
dan Bbidang-bidangg terkait. Sseluruh 
sistem dan mekanismee ppengembangan 
DenpasarrSmartt Cityy dijalankanUuntuk 
mencapaiI tujuan. 

Pengembangann programmiini 
sangattlambattbahkann tidakkmmengalami 
kemajuan. Pro Denpasar yanggssudah 
jelas-jelass tidakkbberjalan 
efektifffharusnyaaaterus dilakukan evaluasi 
untuk memperbaikii kebijakan tersebut 
agarrrbisa mencapaii target yang 
ditentukan. Kominfoo juga yang memiliki 
fungsiiuuntuk merumuskann dan 
menetapkan kkebijakan di Bbidang 
pengelolaann sumber daya dan perangkat 
pos dan informatika, penatakelolaan 
aplikasi informatika, pengelolaan informasii 
dan komunikasi publikkdapat mengajukan 
pertimbangan atau kebijakan lain sebagai 
pengganti Pro Denpasar ini apabila melihat 
ketidakefektifan kebijakanntersebut. 
Sehingga, tidak terjadi kevakumann dalam 
kebijakann yang malahmmerugikan 
masyarakat. Karenaa selama proses 
adanyaa pengaduann dari Pro Denpasar 
pun hanya digeluti oleh segelintirrorang. 
Terlihat jjuga ketidakpuasan masyarakatt 

karena merasa pengaduann mereka tidak 
mendapatkannresponn sebagaimana 
mestinyaa darii berbagaii kolomm komentar 
atau kolomm pengaduan 
yanggddisediakann dalam aplikasii Pro 
Denpasar ini. 

Analisiss Aktorr Politikk Pembangunan 

Terdapatt 3 vvariabel teorii aaktor 
politikkppembangunan. Adapunnvariabel 
dalam teori aktor politikKppembangunan 
Warjioo yaitu: Negaraa sebagaiiaaktor 
politik pembangunan, Swasta ssebagai 
aktorr politikpembangunan, LLembaga 
swadayaa masyarakatT (LSM) ssebagai 
aktorrpolitikPpembangunan. 

NegaraSSebagaiAAktorPPolitikPPemban
gunan 

Negaraa sebagaii aktorrr politik 
pembangunannberfungsiiuuntukmemuluska
n kebijakannpprogram pembangunan ini, 
dalamm hall inii adalah mengembangkann 
DenpasarrSmarttcCity. Untukk 
menjalankann program pembangunan 
tersebuttbbiasanya menggerakkann apa 
yang disebuttddengan birokrasi. 
WalikotaDDenpasarrbbersama dengan 
jajarann birokrasi Pemkot Denpasar 
adalahh aktorr dalamm ppolitik 
pembangunanndii KotaadDenpasar. 

Walikotaabersamaa Wakill 
Walikota Denpasar sebagaii aktorr politik 
pembangunann memilikii ideologii dann 
cita-cita yaituu inginn mengembangkan 
KotaDDenpasar sebagaii kota SmartCCity. 
Rencana iniSsudah disuarakann lewatt 
kampanyee Pilkadaa Kota Denpasar tahun 



12  2010 silam. Atas kemenangann Rai Mantra, 
Pasangan terpilih saat itu mmemanfaatkan 
kekuasaannya untuk mengiintervensi 
pembangunan. Walikotaa juga 
memanfaatkann kekuasaann sebagaii aktor 
politikk pembangunann yangg memiliki 
kepentingann dengann membuatt program-
program SmartDCity dengannmembangunn 
sistem dalammhal ini dengan jajaran 
birokrasii yaituu dinas di jjajaran Pemkot 
Denpasar. Hall tersebutt selarass dengan 
variabell teorii aktorrrpolitikk 
pembangunann Warjio bahwaa negaraa 
sebagaii aktor dalam politikkpembangunan. 

Selainn itu, masyarakatt sebagai 
bagiann darii negaraa memiliki perann yang 
sangatt pentingg dariissebuah 
pembangunan. Pembangunannssuatu 
daerahh berkaitann eratt dengan 
permasalahann kependudukannya. Suatuu 
pembangunann dapatt berhasill apabila 
dalamm pembangunann tersebut didukung 
olehh subyekkppembangunan, yaitu 
pendudukk yangg memilikii kualitass dan 
kuantitass memadaii atauu bisaa disebut 
dengann kesadarann akannnpembangunan 
ituu sendiri. PentingnyaaPpartisipasi 
masyarakatt dalammpperumusan 
kebijakann publikk salahh satunyaaaadalah 
untuk mmemberdayakan masyarakatt dan 
meningkatkannpperan sertanyaaddalam 
pembangunann diiddaerah, mmendorong 
masyarakatt turut sertaa secaraa aktif 
dalamm realisasikan nberbagaii kebijakan 
publik yangg telahh dirumuskan, partisipasi 
masyarakatt dalamm berbagaii aaspek 
sangatt dibutuhkan. 

Adanyaa partisipasiimmasyarakat 
terhadapp pelaksanaann kebijakann publik 
merupakann wujudd nyataaddukungan 
masyarakatt terhadappppemerintah. 
Pentingnyaa keterlibatann masyarakattddi 
dalamm penyusunannpperencanaan 
pembangunann sangatt ditekankann dalam 
Undang-Undangg No.25TTahun 22004 
tentangg sistemmpperencanaan 
pembangunan nasional ppendekatan 
partisipatifF masyarakatT terdapatt padaa 4 
pasall di dalamM UU inii yaituu padaa pasal 
2, 5,6, dan 7 

Pentingnyaa keterlibatan 
masyarakat dalamm membuatt suatu 
kebijakannpperlu dipertimbangkann oleh 
Pemkot dDenpasaragarrProgram yang 
dicanangkanntidakkhanya ssekedar 
programnamunnmemiliki prospekk yang 
baikk dann imenguntungkan berbagai 
kalangan. Khususnyaa dalamm kasuss ini 
adalah Pro Denpasar yang 
diciptakannnsebagaiDdsaranamengajukana
spirasiitmasyarakat yanggsebenarnya di 
lapangannmempermudahMmmasyarakat 
pun mempermudahP pemerintah 
untukdapat melihat kondisi daerahnya 
dengan baik 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkann hasillppenelitian 
serta analisiss yangg dilakukann lewat 
wawancaraa dengannN narasumberrr yang 
sesuai dengan tupoksinya. pPenulis 
menyimpulkan bahwaAppolitik 
pembangunan yanggbertujuannuntuk 
meningkatkan kualitass saranaa dan 
prasaranaa maupunn segalaa aspekkyyang 



13  berkaitann dengann kesejahteraan 
masyarakatt dengann memikirkannkonsep 
menciptakann kebijakan atau sstrategi 
tertentuu yangg digunakanndddalam 
konteks pembangunan untukkk mencapai 
sasarannya. DalammhallIini 
pembangunann politikk yanggddiciptakan 
olehh PemerintahH Kotaa Denpasar aatas 
kebijakannWWalikota Denpasar tahun 
2013-2020, Ida Bagus Rai Dharmawijaya 
Mantra beserta jajarann birokrasii Pemkot 
Denpasar, sebagaii aktor yangg memiliki 
kekuasaannN dalam membuat ssebuah 
rancangan kebijakan Smart City. Walikota 
besertaA jajaran birokrasi Pemkot 
Denpasar kurang baik dalam 
memaksimalkan ppolitik pembangunan, 
dan kurang baik dalam memainkanN 
peranan sebagai aktor politik 
pembangunanN dilihatt darii permasalahan- 
permasalahan. 

Mengenaii aplikasii Pro Denpasar 
sebagaii wujudd darii pengembangan 
konsep KotaDDenpasar sebagai 
kotaPpintar, dari hasil wawancara yang 
sudah didapat di lapangan 
disimpulkaninbahwaa kebijakan ini dapat 
dikategorikan belum berhasil karena 
tidakkssejalan dengann tujuannPro 
Denpasar tersebutt padaa awalnya. iMasih 
kurang maksimall darii kebijakann ini. 
Dalam hall mensosialisasikann aplikasii inii 
pun tergolongg kurang baik, karena 
mayoritas masyarakat awamm tidak 
mengenal aplikasi ini dan masyarakatt 
kurang peduli akan aplikasi ini, sehingga 
rendahnya partisipasiimmasyarakat. 
Pemerintah sebagaii peloporr kebijakann ini 

pun ttidak menanggulangii hall tersebutt 
atau terkesan dilakukan 
pembiarannssehingga minimnya 
pengetahuann tentangg Pro Denpasar ini 
teruss berlanjutt hinggaa 5 (tahun) berjalan, 
sekalipunnaada masyarakatt yang 
mengetahuiipPro Denpasarr inii 
masyarakattccenderung skeptis 
dannberanggapann bahwaa hall ini hanya 
sekedarr formalitas. Hall ttersebut terjadi 
disebabkann kurangnyaaffeedback yang 
baikk dilakukann olehhppemerintah setelah 
mendapatkannkarenaallaporan yang 
diberikan oleh masyarakat mmelalui Pro 
Denpasarr tersebutt hanyaaddiberikan 
responn sebatass sajaa dan kkurangnya 
tinjauann lanjutann yangg lebih realistis 
olehh dinas terkait. 
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